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Abstract  
This study aims to analyze the legal regulation regarding marriage dispensation due to pressing circumstances 
based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, as well as to examine the 
form of legal protection for the civil rights of children born from such underage marriages. The research method 
employed is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Data collection techniques 
were carried out through document studies of primary and secondary legal materials, which were subsequently 
analyzed qualitatively. The results indicate that the revision of the minimum marriage age to 19 years shifts the 
philosophy of marriage dispensation into a strict emergency route or ultimum remedium (last resort), whose 
authority resides absolutely within the court institution. However, a sharp gap exists in the field, where the phrase 
"highly pressing reasons" triggers a legal loophole resulting in a sharp surge of cases with an approval rate 
reaching 97–99 percent. Furthermore, approximately 95 percent of child marriages actually occur outside the 
court through administrative leniency and data manipulation at the Office of Religious Affairs (KUA) level. On 
the other hand, children born from marriages validated through dispensation receive full legal protection as 
legitimate children who possess a complete civil relationship with their parents, including rights to identity, 
maintenance, and inheritance. Nonetheless, the long-term fulfillment of these civil rights remains vulnerable due 
to the high prevalence of early divorce as well as the psychological and economic unreadiness of the parents, who 
biologically are still categorized as children.  
 
Keywords: Child Marriage; Children's Civil Rights; Marriage Dispensation 
 

Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin akibat keadaan 
memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 
Tahun 2019, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari 
perkawinan di bawah umur tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi batas usia perkawinan 
menjadi 19 tahun menggeser filosofi dispensasi kawin sebagai jalur darurat terakhir (ultimum remedium) yang 
kewenangannya mutlak berada di institusi pengadilan. Namun, terdapat kesenjangan yang tajam di lapangan, 
di mana frasa "alasan sangat mendesak" memicu celah hukum (loophole) berupa lonjakan perkara dengan tingkat 
pengabulan mencapai 97%–99%. Ditambah lagi, sekitar 95% perkawinan anak justru terjadi di luar pengadilan 
melalui kelonggaran administrasi dan manipulasi data pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Di sisi lain, 
anak yang lahir dari perkawinan hasil dispensasi memperoleh perlindungan hukum penuh sebagai anak sah yang 
memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, meliputi hak identitas, nafkah, dan waris. Kendati 
demikian, pemenuhan hak keperdataan tersebut dalam jangka panjang tetap rentan akibat maraknya perceraian 
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dini serta ketidaksiapan psikologis maupun ekonomi dari orang tua yang secara biologis masih dikategorikan 
sebagai anak.  
 
Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Hak Keperdataan Anak; Perkawinan Anak  
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

 

PENDAHULUAN 

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi luas, 

tidak hanya bagi pasangan yang menikah, tetapi juga bagi anak-anak yang menjadi 

pihak dalam perkawinan tersebut. Dalam prakt|iknya, hukum |Indones|ia mengenal 

lembaga d|ispensas|i kaw|in sebaga|i mekan|isme pengecual|ian terhadap batas us|ia 

m|in|imal perkaw|inan yang d|itetapkan undang-undang. D|ispensas|i kaw|in dapat 

d|ipaham|i sebaga|i penetapan pengad|ilan yang member|ikan |iz|in kepada calon 

mempela|i yang belum memenuh|i syarat us|ia perkaw|inan untuk tetap 

melangsungkan pern|ikahan atas permohonan orang tua atau wal|i, dengan d|iserta|i 

alasan-alasan tertentu yang dapat d|ipertanggungjawabkan secara hukum. Lembaga 

|in|i pada dasarnya bers|ifat darurat (eksepsional), bukan kelaz|iman, seh|ingga hanya 

d|iber|ikan dalam keadaan yang benar-benar memaksa dan setelah melalu|i 

pert|imbangan yang cermat atas kepent|ingan terba|ik bag|i anak. 

Dasar hukum pember|ian d|ispensas|i kaw|in d|i |Indones|ia bersumber dar|i 

beberapa peraturan perundang-undangan yang sal|ing berka|itan. Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw|inan sebaga|imana telah d|iubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 menjad|i landasan utama yang 

mengatur syarat us|ia perkaw|inan sekal|igus membuka ruang bag|i pengajuan 

d|ispensas|i apab|ila terdapat peny|impangan terhadap batas us|ia tersebut. Untuk 

menjawab kebutuhan akan pedoman tekn|is yang leb|ih r|inc|i, Mahkamah Agung 

kemud|ian menerb|itkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara 

mengad|il|i permohonan d|ispensas|i kaw|in, yang d|isusun dengan tujuan menerapkan 

sejumlah asas pent|ing, antara la|in asas kepent|ingan terba|ik bag|i anak, asas hak 

h|idup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas non-

d|iskr|im|inas|i, kesetaraan gender, persamaan d|i depan hukum, kead|ilan, 

kemanfaatan, dan kepast|ian hukum. Sela|in |itu, terdapat pula syarat mengena|i 

"alasan sangat mendesak" yang harus d|iserta|i bukt|i pendukung yang cukup, sebaga|i 

pembeda dar|i ketentuan lama yang memungk|inkan pengajuan d|ispensas|i tanpa 

alasan khusus. Secara gramat|ikal, alasan sangat mendesak d|itafs|irkan sebaga|i 

sesuatu yang memaksa untuk segera d|ilakukan, atau dapat pula d|iart|ikan sebaga|i 

keadaan darurat untuk mengh|indar|i kerusakan yang leb|ih besar. Ketentuan |in|ilah 

yang kemud|ian melah|irkan konsep "keadaan memaksa" sebaga|i syarat mater|ial yang 

harus d|ibukt|ikan dalam set|iap permohonan d|ispensas|i kaw|in. 

Berka|itan dengan batas us|ia perkaw|inan, perubahan s|ign|if|ikan terjad|i 

melalu|i rev|is|i Undang-Undang Perkaw|inan pada tahun 2019. Pasca rev|is|i tersebut, 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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batas us|ia perkaw|inan bag|i pr|ia dan wan|ita d|itetapkan sama, ya|itu 19 tahun, 

menggant|ikan ketentuan lama yang membedakan batas us|ia perkaw|inan antara lak|i-

lak|i dan perempuan serta d|in|ila|i terlalu rendah dan rentan terhadap prakt|ik 

perkaw|inan anak. Namun dem|ik|ian, ketentuan batas us|ia tersebut tetap dapat 

d|is|impang|i melalu|i d|ispensas|i kaw|in yang d|iaku|i oleh peraturan perundang-

undangan, seh|ingga keberadaan norma batas us|ia m|in|imal pada kenyataannya t|idak 

bers|ifat mutlak dan mas|ih membuka celah hukum bag|i terjad|inya perkaw|inan d|i 

bawah umur. 

Fenomena yang menar|ik untuk d|icermat|i adalah lonjakan jumlah 

permohonan d|ispensas|i kaw|in yang terjad|i setelah perubahan undang-undang 

tersebut d|iberlakukan. Pan|itera Muda Hukum Pengad|ilan Agama Kota Semarang 

menyebutkan bahwa h|ingga 13 November 2019 tercatat sudah ada 85 (delapan puluh 

l|ima) pengajuan d|ispensas|i kaw|in dan kedepannya memperk|irakan bahwa akan 

terus mengalam|i pen|ingkatan.1 Perubahan batas us|ia perkaw|inan menjad|i penyebab 

utama mengapa perkara d|ispensas|i kaw|in d|i pengad|ilan agama men|ingkat tajam, 

bahkan mencapa|i kena|ikan h|ingga hamp|ir sepuluh kal|i l|ipat dalam kurun waktu 

beberapa tahun setelah aturan baru berlaku. Tren pen|ingkatan |in|i terus berlanjut 

pada tahun-tahun ber|ikutnya, dengan mayor|itas permohonan yang d|iajukan pada 

akh|irnya d|ikabulkan oleh pengad|ilan. Kond|is|i tersebut memunculkan kr|it|ik dar|i 

berbaga|i kalangan pemerhat|i anak terhadap longgarnya prakt|ik perad|ilan dalam 

member|ikan |iz|in perkaw|inan d|i bawah umur, mesk|ipun persoalan utamanya 

sesungguhnya bukan semata pada t|ingg|inya angka pengabulan, mela|inkan pada 

akar masalah mas|ih maraknya prakt|ik perkaw|inan anak d|i tengah masyarakat. 

T|ingg|inya angka permohonan dan pengabulan d|ispensas|i kaw|in |in|i 

men|imbulkan kepr|ihat|inan ser|ius terhadap perl|indungan hak-hak keperdataan 

anak. Anak yang d|ikaw|inkan dalam us|ia d|in|i berpotens|i keh|ilangan berbaga|i hak 

dasarnya, termasuk hak atas pend|id|ikan, hak untuk tumbuh kembang secara 

opt|imal, serta hak-hak keperdataan la|in sepert|i hak war|is, hak atas harta bersama, 

dan hak perwal|ian yang seharusnya melekat pada d|ir|inya sebaga|i subjek hukum 

yang belum cakap bert|indak secara penuh. Pert|imbangan kepent|ingan terba|ik bag|i 

anak yang seharusnya menjad|i pedoman utama dalam pemer|iksaan permohonan 

d|ispensas|i kaw|in mensyaratkan agar set|iap putusan t|idak hanya d|idasarkan pada 

alasan formal semata, mela|inkan tetap bertumpu pada undang-undang dan hukum, 

rasa kead|ilan masyarakat, serta konvens|i atau perjanj|ian |internas|ional terka|it 

perl|indungan anak. Hal |in|i menegaskan bahwa perl|indungan hukum terhadap hak 

keperdataan anak harus menjad|i pert|imbangan utama, bukan sekadar formal|itas 

 
1 Saputra, I. Y. (2026). Revisi UU Perkawinan Diberlakukan Tren Pernikahan Dini di Semarang Naik. 
Solopos. https://www.solopos.com/revisi-uu-perkawinan-diberlakukan-tren-pernikahan-dini-di-
semarang-naik-1030970  
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prosedural, dalam set|iap proses pemer|iksaan permohonan d|ispensas|i kaw|in d|i 

pengad|ilan. 

Dampak perkaw|inan d|i bawah umur terhadap anak juga t|idak dapat 

d|ipandang r|ingan. Dalam perspekt|if hak anak, perkaw|inan anak merupakan salah 

satu bentuk kekerasan terhadap anak dan d|iaku|i secara luas sebaga|i prakt|ik sos|ial 

budaya yang melanggar hak asas|i manus|ia, yang dapat menghambat anak dalam 

memperoleh hak-haknya seh|ingga sangat rentan mengak|ibatkan kesengsaraan, d|i 

samp|ing mengancam kesehatan f|is|ik dan ps|ik|is anak. Kasus pern|ikahan d|i bawah 

umur yang terjad|i d|i |Indones|ia berdasarkan has|il surva|i R|iskesdas (2015) mas|ih 

sangat t|ingg|i, yakn|i sebanyak 0.2 persen atau leb|ih dar|i 22.000 perempuan us|ia 10-

14 tahun d|i |Indones|ia sudah men|ikah, sedangkan pada us|ia perempuan 15-19 tahun 

sebesar 12,8 persen (BKKBN, 2014). Data tersebut menempatkan |Indones|ia sebaga|i 

negara dengan jumlah pern|ikahan d|i bawah umur terbesar ke-37 d|i seluruh dun|ia 

dar|i 158 negara dan juga menempatkan |Indones|ia sebaga|i negara tert|ingg|i kedua d|i 

As|ia Tenggara.2 Dar|i s|is|i kesehatan reproduks|i, us|ia d|in|i yang belum d|i|ir|ing|i 

kematangan organ reproduks|i berkorelas|i dengan pen|ingkatan r|is|iko keham|ilan, 

bahkan r|is|iko tersebut dapat men|ingkat dua kal|i l|ipat pada kelompok us|ia remaja. 

Sela|in r|is|iko kesehatan, anak yang men|ikah pada us|ia d|in|i umumnya keh|ilangan 

kesempatan melanjutkan pend|id|ikan, rentan mengalam|i persel|is|ihan dan kekerasan 

dalam rumah tangga, serta menghadap|i ket|idaks|iapan ps|ikolog|is dan ekonom|i 

dalam memb|ina keh|idupan berkeluarga. 

Berdasarkan ura|ian tersebut, tampak adanya kesenjangan antara semangat 

perl|indungan anak yang tercerm|in dalam regulas|i mengena|i d|ispensas|i kaw|in 

dengan real|itas prakt|ik d|i lapangan, d|i mana permohonan d|ispensas|i kaw|in justru 

terus men|ingkat dan sebag|ian besar d|ikabulkan oleh pengad|ilan. Kond|is|i |in|i 

men|imbulkan pertanyaan mendasar mengena|i sejauh mana perl|indungan hukum 

terhadap hak keperdataan anak benar-benar terwujud dalam proses pember|ian 

d|ispensas|i kaw|in atas dasar keadaan memaksa, serta baga|imana mekan|isme hukum 

yang ada dapat d|iopt|imalkan agar pember|ian d|ispensas|i kaw|in t|idak justru 

mengorbankan kepent|ingan terba|ik anak. Atas dasar permasalahan tersebut, kajian 

mengenai perlindungan hukum hak keperdataan anak dalam dispensasi kawin 

karena keadaan memaksa menjadi penting dan relevan untuk diteliti lebih lanjut. 

 

METODE PENULISAN  

Metode penulisan yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode yuridis 

normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum 

sebaga|i norma atau ka|idah tertul|is yang d|ikaj|i secara tekstual, tanpa mel|ibatkan 

penel|it|ian lapangan secara langsung terhadap per|ilaku masyarakat. Dalam 

menyusun kaj|iannya, penul|is menggunakan dua pendekatan sekal|igus, ya|itu 

 
2 Soemitro, I. S. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara, 75. 
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pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan d|igunakan untuk 

menganal|is|is peraturan-peraturan yang relevan dengan |isu d|ispensas|i kaw|in, 

sepert|i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebaga|imana d|iubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkaw|inan, Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 5 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perl|indungan Anak. Sementara |itu, pendekatan konseptual d|igunakan untuk 

menelaah pengert|ian dan konsep-konsep hukum yang menjad|i |int|i pembahasan, 

sepert|i makna "d|ispensas|i kaw|in", "alasan sangat mendesak", "keadaan memaksa", 

pr|ins|ip ult|imum remed|ium, serta asas kepent|ingan terba|ik bag|i anak (best |interest of 

the ch|ild). 

Dar|i seg|i tekn|ik pengumpulan data, penel|it|ian |in|i d|ilakukan melalu|i stud|i 

dokumentas|i, yakn|i dengan membaca dan menelaah berbaga|i dokumen yang 

bersumber dar|i data sekunder. Data sekunder tersebut terbag|i menjad|i dua jen|is 

bahan hukum, ya|itu bahan hukum pr|imer berupa peraturan perundang-undangan 

yang mengatur d|ispensas|i kaw|in dan perl|indungan anak, serta bahan hukum 

sekunder berupa jurnal-jurnal |ilm|iah, skr|ips|i, dan publ|ikas|i lembaga terka|it yang 

membahas |isu perkaw|inan anak secara leb|ih luas. Seluruh data yang telah 

d|ikumpulkan tersebut kemud|ian d|ianal|is|is menggunakan tekn|ik anal|is|is kual|itat|if, 

d|i mana penul|is t|idak sekadar memaparkan fakta hukum secara narat|if, tetap|i juga 

menafs|irkan hubungan antara norma hukum dengan real|itas penerapannya d|i 

lapangan. 

Adapun bentuk penyaj|ian datanya bers|ifat deskr|ipt|if-preskr|ipt|if. S|ifat 

deskr|ipt|if tampak dar|i cara penul|is menggambarkan secara r|inc|i baga|imana 

pengaturan d|ispensas|i kaw|in bekerja menurut undang-undang, termasuk data-data 

emp|ir|is sepert|i t|ingg|inya angka pengabulan permohonan yang mencapa|i 97%–99% 

dan lonjakan jumlah perkara pasca perubahan batas us|ia perkaw|inan. Sementara |itu, 

s|ifat preskr|ipt|if terl|ihat dar|i upaya penul|is member|ikan pen|ila|ian normat|if atas 

kesenjangan antara semangat perl|indungan anak dalam regulas|i dengan prakt|iknya 

d|i lapangan, yang kemud|ian d|ituangkan dalam bentuk rekomendas|i konkret pada 

bag|ian penutup, sepert|i saran penguatan pengawasan adm|in|istrat|if d|i Kantor 

Urusan Agama (KUA), perumusan indikator yang lebih ketat atas frasa "alasan sangat 

mendesak", serta perluasan kolaborasi antara lembaga peradilan dengan instansi 

perlindungan anak. 

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin akibat keadaan memaksa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 5 Tahun 2019 
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 Secara etimologis dan yuridis, istilah "d|ispensas|i" merujuk pada pengecual|ian 

dar|i suatu aturan hukum yang bers|ifat umum atas per|ist|iwa hukum yang bers|ifat 

khusus, yang ber|impl|ikas|i pada d|ibolehkannya suatu perbuatan yang pada dasarnya 

d|ilarang atau belum d|i|iz|inkan.3 Dalam konteks perkaw|inan anak d|i |Indones|ia, 

sebaga|imana d|idef|in|is|ikan dalam Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, 

D|ispensas|i Kaw|in adalah pember|ian |iz|in kaw|in oleh pengad|ilan kepada calon 

suam|i/|istr|i yang belum berus|ia 19 tahun untuk melangsungkan perkaw|inan.4 

Konsep d|ispensas|i kaw|in dalam kerangka hukum |Indones|ia pada hak|ikatnya 

merupakan dev|ias|i hukum atau peny|impangan normat|if yang d|ilegalkan dengan 

pengawasan serta persetujuan pengad|ilan. Sebelum amandemen, dalam Pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas us|ia perkaw|inan 19 

tahun bag|i lak|i-lak|i dan 16 tahun bag|i perempuan. Batas us|ia yang as|imetr|is dan 

d|iskr|im|inat|if |in|i d|ipandang t|idak relevan dengan hukum hak asas|i manus|ia 

modern, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perl|indungan 

Anak, yang mengkategor|ikan set|iap |ind|iv|idu yang belum berus|ia 18 tahun sebaga|i 

anak. Putusan Mahkamah Konst|itus|i Nomor 22/PUU-XV/2017 kemud|ian memaksa 

pembentuk undang-undang untuk mena|ikkan batas us|ia tersebut dem|i member|ikan 

jam|inan kead|ilan, non-d|iskr|im|inas|i, dan perl|indungan konst|itus|ional terhadap 

perempuan.5 

Evolus|i leg|islas|i melalu|i Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggeser 

f|ilosof|i d|ispensas|i kaw|in. J|ika pada era berlakunya undang-undang lama d|ispensas|i 

ser|ingkal|i d|ipandang sebaga|i proses adm|in|istras|i khususnya bag|i anak perempuan 

yang telah lulus pend|id|ikan menengah pertama dan d|ianggap s|iap secara adat, k|in|i 

d|ispensas|i d|itegaskan murn|i sebaga|i jalur darurat atau ult|imum remed|ium (upaya 

terakh|ir). Perubahan mendasar terka|it otor|itas pember|i d|ispensas|i juga d|ireformas|i. 

Pada Undang-Undang Perkaw|inan yang lama, pengajuan d|ispensas|i dapat 

d|im|intakan kepada pengad|ilan "atau pejabat la|in yang d|itunjuk". Frasa "pejabat la|in" 

terbukt|i member|ikan celah yur|isd|iks|i yang mult|itafs|ir dan rentan penyalahgunaan 

b|irokras|i, seh|ingga mempermudah legal|isas|i perkaw|inan d|in|i. Melalu|i rev|is|i 

dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, otor|itas pember|ian d|ispensas|i secara eksklus|if 

d|iserahkan dan d|iber|ikan kepada |inst|itus|i Pengad|ilan (Pengadilan Agama dan 

 
3 Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi 
Nikah Perspektif Children’s Best Interest?: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. Al Qalam: Jurnal 
Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, No. 5, 3491. http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652  
4 Wijayanti, N. J. (2025). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal 
Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak : (Studi Putusan PA 
Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT). Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, No. 2, 26–36. 
https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536   
5 Ashari, H. (2024). Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi 
Kawin Di Pengadilan Agama. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 18, No. 2, 
1087–1105. http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389  

http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652
https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536
http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389
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Pengadilan Negeri), memastikan bahwa permohonan dipertimbangkan melalui 

prinsip pembuktian hukum, bukan sekadar kebijakan administratif.6 

Tingginya batasan usia dalam undang-undang yang baru memicu keharusan 

untuk merumuskan syarat-syarat yang jauh lebih ketat dalam permohonan 

dispensasi. Pengajuan dispensasi tidak lagi dapat dilakukan melalui dalih sosiologis 

yang singkat, kebiasaan adat, atau sekadar klaim subjektif dari keluarga. Secara 

normatif, persyaratan ini diatur tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019: "Dalam hal terjad|i peny|impangan terhadap ketentuan umur 

sebaga|imana d|imaksud pada ayat (1), orang tua p|ihak pr|ia dan/atau orang tua p|ihak 

wan|ita dapat mem|inta d|ispensas|i kepada Pengad|ilan dengan alasan sangat 

mendesak d|iserta|i bukt|i-bukt|i pendukung yang cukup".7  

Penjabaran dar|i persyaratan tersebut d|iatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 

2019. Syarat-syarat tersebut dapat d|ibag|i menjad|i dua elemen fundamental, ya|itu 

kapas|itas pemohon (legal stand|ing) dan substans|i permohonan, j|ika d|it|injau dar|i 

kapas|itas pemohon (legal stand|ing), Permohonan d|ispensas|i hanya dapat d|iajukan 

secara eksklus|if oleh Orang Tua kandung dar|i calon pengant|in yang belum berus|ia 

19 tahun tertera dalam Pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Anak t|idak 

d|i|iz|inkan mengajukan permohonan secara mand|ir|i karena dalam tata hukum 

perdata d|ianggap belum cakap bert|indak hukum. J|ika orang tua telah bercera|i, 

permohonan tetap harus d|iajukan oleh kedua orang tua secara bersama-sama, atau 

set|idaknya oleh salah satu orang tua yang memegang hak asuh berdasarkan putusan 

|inkracht pengad|ilan. Apab|ila kedua orang tua telah men|inggal dun|ia atau d|icabut 

kekuasaannya, maka permohonan d|iajukan oleh wal|i anak tersebut tertera dalam 

Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. J|ika d|it|injau dar|i Syarat Substans|ial 

adanya "Alasan Sangat Mendesak" yang membenarkan bahwa perkaw|inan sama 

sekal|i t|idak dapat d|itunda, dan alasan |in|i harus d|ip|ikul dengan beban pembukt|ian 

berupa "Bukt|i-bukt|i Pendukung yang Cukup", termasuk rekomendas|i tertul|is dar|i 

profes|ional (tenaga kesehatan, ps|ikolog sos|ial).8 

Pengajuan permohonan d|ispensas|i kaw|in berdasarkan PERMA 5/2019 

mewaj|ibkan pemohon melengkap|i dokumen adm|in|istras|i yang mel|iput|i surat 

permohonan, Kartu Tanda Pendudu (KTP) orang tua/wal|i, Kartu Keluarga, |ident|itas 

dan akta kelah|iran anak beserta calon pasangan, serta dokumen r|iwayat pend|id|ikan 

anak. Tahapan d|imula|i dengan penyerahan kelengkapan berkas ke Pelayanan 

Terpadu Satu P|intu (PTSP) Pengad|ilan Neger|i untuk d|iper|iksa dan d|idaftarkan 

 
6 Nusabahari, T., & Amin, E. M. (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah 
Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt. P/2020/PA. Srg. Yustisia 
Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 1, No. 1. http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223  
7 Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi 
Nikah Perspektif Children’s Best Interest?: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. Al Qalam: Jurnal 
Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, No. 5, 3491. http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652  
8 Permatasari, A., & Yudhantaka, L. (2025). Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan 
Negeri Jombang. Jurnal Hukum Lex Generalis 6, No. 6. 

http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223
http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652
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melalu|i s|istem E-court. Setelah data terval|idas|i, Pan|itera Muda Perdata akan 

menerb|itkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebaga|i dasar pemohon 

melakukan pembayaran b|iaya perkara d|i bank. Bukt|i pembayaran |in|i menjad|i syarat 

agar perkara d|icatat dalam reg|ister |induk, yang kemud|ian d|it|indaklanjut|i dengan 

penunjukan Hak|im tunggal bersert|if|ikat anak dan penetapan jadwal s|idang melalu|i 

pangg|ilan resm|i (relaas).9  

Memasuk|i tahap pers|idangan, pemohon d|iwaj|ibkan menghad|irkan anak, 

calon suam|i/|istr|i, dan orang tua/wal|i dar|i kedua belah p|ihak. Dalam proses |in|i, 

Hak|im akan memval|idas|i bukt|i, menggal|i alasan perkaw|inan, serta secara waj|ib 

member|ikan pemb|inaan komprehens|if mengena|i r|is|iko pern|ikahan d|in|i (sepert|i 

masalah pend|id|ikan, kesehatan reproduks|i, ekonom|i, dan ps|ikolog|is) samb|il 

memast|ikan persetujuan anak terbebas dar|i unsur paksaan. Berdasarkan has|il 

pembukt|ian dan pers|idangan tersebut, hak|im akan membuat keputusan (penetapan) 

yang sal|inannya dapat d|iamb|il dalam waktu 1x24 jam. Secara keseluruhan, mengacu 

pada Standar Opras|ional Prosedur (SOP) Kepan|iteraan dan PERMA 5/2019, seluruh 

prosedur pengajuan h|ingga penetapan |in|i d|iselesa|ikan dalam waktu sek|itar 2 (dua) 

m|inggu dengan est|imas|i 2 (dua) kal|i agenda pers|idangan.10 

Lah|irnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengad|il|i Permohonan D|ispensas|i Kaw|in t|idak dapat d|ilepaskan dar|i upaya 

Mahkamah Agung menjawab kekhawat|iran publ|ik bahwa pengad|ilan terlalu 

longgar dalam mengabulkan permohonan d|ispensas|i kaw|in pasca d|irev|is|inya batas 

us|ia perkaw|inan menjad|i 19 tahun bag|i pr|ia maupun wan|ita melalu|i Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019.11 Perma |in|i menegaskan bahwa d|ispensas|i kaw|in 

bukan semata persoalan adm|in|istrat|if hukum keluarga, mela|inkan persoalan 

kompleks yang menyentuh aspek kesehatan, ps|ikolog|is, ekonom|i, dan hak asas|i 

anak, seh|ingga hak|im d|ituntut memer|iksa permohonan secara komprehens|if, bukan 

formal|itas belaka.12 

Asas kepent|ingan terba|ik bag|i anak (best |interest of the ch|ild) sebaga|imana 

d|iamanatkan Pasal 3 Konvens|i Hak Anak (CRC) dan d|iterjemahkan ke dalam Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perl|indungan Anak, menjad|i 

rujukan utama yang harus d|ipedoman|i hak|im tunggal dalam memer|iksa perkara 

d|ispensas|i kaw|in. Wujud konkret asas |in|i dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tampak 

dar|i kewaj|iban hak|im member|ikan nas|ihat kepada anak dan orang tua/wal|i 

mengena|i r|is|iko buruk perkaw|inan d|in|i, termasuk potens|i terputusnya pend|id|ikan 

 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Gunawan. (T.t.). Dispensasi Kawin dalam Peraturan dan Praktik. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. 
https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/  
12 Ibid. 

https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/
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anak,13 serta kewaj|iban mendengarkan keterangan ahl|i mencakup ahli pendidikan, 

ahli kesehatan, dan psikolog sebagai bahan pertimbangan hakim sebelum memutus 

permohonan.14 Selain itu, hakim juga diwajibkan melakukan identifikasi lebih lanjut 

dalam pemeriksaan perkara dan dapat melibatkan lembaga terkait seperti Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia untuk memastikan kesiapan psikis, fisik, dan ekonomi 

calon mempelai anak.15 

Pendekatan ini secara normatif konsisten dengan tujuan UU No. 16 Tahun 2019 

yang bermaksud menekan angka perkawinan anak, sekal|igus menjad|i penegasan 

bahwa kewenangan hak|im member|i d|ispensas|i bukanlah kewenangan bebas tanpa 

batas, mela|inkan kewenangan ter|ikat (gebonden bevoegdhe|id) yang harus d|iserta|i 

pert|imbangan yur|id|is, sos|iolog|is, dan ps|ikolog|is secara mendalam.16 Dalam 

prakt|iknya, hak|im umumnya mendasarkan pert|imbangan pada aspek-aspek 

tersebut, namun penerapannya kerap terkendala oleh t|ingg|inya beban perkara, 

keterbatasan waktu s|idang, serta m|in|imnya tenaga pendamp|ing ps|ikolog d|i 

pengad|ilan, seh|ingga pen|ila|ian terhadap kes|iapan anak belum sepenuhnya 

opt|imal.17 

Mesk|ipun UU No. 16 Tahun 2019 secara tegas mena|ikkan batas us|ia m|in|imal 

perkaw|inan menjad|i 19 tahun bag|i pr|ia dan wan|ita sebaga|i upaya menekan angka 

perkaw|inan anak, ketentuan d|ispensas|i kaw|in dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) 

tetap membuka ruang peny|impangan terhadap batas us|ia tersebut, seh|ingga oleh 

sejumlah kalangan d|ipandang sebaga|i celah hukum (loophole) yang berpotens|i 

melemahkan tujuan utama undang-undang. Data emp|ir|is memperkuat 

kekhawat|iran |in|i: pasca pengesahan UU No. 16 Tahun 2019, permohonan d|ispensas|i 

kaw|in d|i berbaga|i daerah justru melonjak tajam, m|isalnya d|i Jawa Tengah yang 

mencatat kena|ikan sebesar 282,2 persen dalam kurun beberapa bulan saja,18 

sementara secara nas|ional, beberapa pengad|ilan agama melaporkan kena|ikan 

 
13 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489, Pasal 12. 
14 Ibid, Pasal 13. 
15 Ibid, Pasal 14. 
16 Supadi, H. (2023). Menakar Kembali Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin. Pengadilan 
Tinggi Agama Samarinda. https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-
alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h  
17 Annisa, V. (2026). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin. Skripsi 
Universitas Lambung Mangkurat. 
https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=44135  
18 Yayasan Kesehatan Perempuan. (T.t.). Penghentian Perkawinan Anak Terkendala Kelonggaran 
Dispensasi Kawin. Yayasan Kesehatan Perempuan. https://ykp.or.id/penghentian-perkawinan-anak-
terkendala-kelonggaran-dispensasi-kawin/  

https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h
https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h
https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=44135
https://ykp.or.id/penghentian-perkawinan-anak-terkendala-kelonggaran-dispensasi-kawin/
https://ykp.or.id/penghentian-perkawinan-anak-terkendala-kelonggaran-dispensasi-kawin/
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perkara d|ispensas|i kaw|in h|ingga mendekat|i ser|ibu persen dalam rentang waktu t|iga 

tahun setelah perubahan batas us|ia d|iberlakukan.19 

Persoalan menjad|i leb|ih kompleks meng|ingat t|ingkat pengabulan 

permohonan d|ispensas|i kaw|in yang sangat t|ingg|i, mencapa|i k|isaran 97–99 persen 

d|i berbaga|i pengad|ilan agama. T|ingg|inya angka pengabulan |in|i men|imbulkan 

pertanyaan kr|it|is mengena|i sejauh mana frasa "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 

7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2019 benar-benar d|iterapkan secara ketat dan substant|if 

oleh hak|im, ataukah dalam prakt|iknya cenderung d|i|interpretas|ikan secara longgar 

seh|ingga d|ispensas|i kaw|in justru berfungs|i sebaga|i |instrumen legal|isas|i sos|ial atas 

perkaw|inan anak yang sesungguhnya hendak d|icegah oleh undang-undang |itu 

send|ir|i. Alasan mendesak yang pal|ing ser|ing d|iajukan, yakn|i kekhawat|iran 

terjad|inya perz|inaan atau keham|ilan d|i luar n|ikah, kerap d|iter|ima tanpa 

pendalaman yang memada|i terhadap aspek kes|iapan ps|ikolog|is dan kematangan 

emos|ional calon mempela|i anak. 

Kons|istens|i norma dengan prakt|ik juga perlu d|ipertanyakan dar|i s|is|i la|in 

data menunjukkan bahwa sebag|ian besar perkaw|inan anak d|i |Indones|ia and 

d|iperk|irakan mencapa|i 95% justru terjad|i tanpa melalu|i permohonan d|ispensas|i 

kaw|in sama sekal|i, mela|inkan melalu|i man|ipulas|i data us|ia maupun kelonggaran 

adm|in|istrat|if d|i t|ingkat KUA. Temuan |in|i menegaskan bahwa persoalan 

perkaw|inan anak t|idak semata bersumber dar|i longgarnya pengad|ilan dalam 

mengabulkan d|ispensas|i, mela|inkan juga dar|i lemahnya pengawasan pada tahap 

pra-pengad|ilan, seh|ingga pembenahan norma hukum acara melalu|i Perma Nomor 5 

Tahun 2019 saja t|idak cukup tanpa d|i|imbang|i penguatan pengawasan adm|in|istrat|if 

dan edukas|i masyarakat secara menyeluruh. Dengan dem|ik|ian, terdapat ketegangan 

mendasar antara semangat protekt|if UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 

2019 d|i satu s|is|i, dengan real|itas |implementas|i d|i lapangan yang menunjukkan 

bahwa mekan|isme d|ispensas|i kaw|in al|ih-al|ih berfungs|i sebaga|i katup pengaman 

yang ketat dan ekseption berisiko bergeser menjadi jalur formal yang relatif mudah 

diakses untuk melegalkan perkawinan di bawah umur.20 

 

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak yang Lahir dari 

Perkawinan di bawah Umur yang Disahkan melalui Dispensasi Kawin 

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur yang telah memperoleh 

dispensasi kawin pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan 

anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi batas us|ia sebaga|imana d|itentukan 

 
19 Syarkowi, H. A. (T.t.). Perkara Dispensasi Kawin dan (Pembaruan) Hukum Acaranya. MARINews 
Mahkamah Agung RI. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-dispensasi-kawin-
dan-pembaruan-hukum-acaranya-0Ae  
20 AIPJ2 & Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Analisis Putusan Dispensasi Kawin di 
Indonesia. Dikutip dalam Yayasan Kesehatan Perempuan. https://ykp.or.id/penghentian-
perkawinan-anak-terkendala-kelonggaran-dispensasi-kawin/ 

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-dispensasi-kawin-dan-pembaruan-hukum-acaranya-0Ae
https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-dispensasi-kawin-dan-pembaruan-hukum-acaranya-0Ae
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dalam peraturan perundang-undangan. Hal |in|i d|isebabkan karena d|ispensas|i kaw|in 

merupakan |iz|in yang d|iber|ikan oleh pengad|ilan kepada calon suam|i dan |istr|i yang 

belum mencapa|i batas us|ia m|in|imum perkaw|inan sebaga|imana d|iatur dalam Pasal 

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw|inan. Dengan adanya penetapan 

d|ispensas|i tersebut, perkaw|inan yang d|ilangsungkan menjad|i sah menurut hukum 

seh|ingga anak yang lah|ir dar|i perkaw|inan tersebut memperoleh status sebaga|i anak 

sah.21 Sebaga|i anak sah, anak mem|il|ik|i hubungan keperdataan dengan kedua orang 

tuanya sebaga|imana d|iatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkaw|inan yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang d|ilah|irkan 

dalam atau sebaga|i ak|ibat perkaw|inan yang sah. Ketentuan tersebut member|ikan 

jam|inan bahwa anak yang lah|ir dar|i perkaw|inan yang telah d|isahkan melalu|i 

d|ispensas|i kaw|in memperoleh perl|indungan hukum yang sama dengan anak-anak 

la|innya tanpa adanya d|iskr|im|inas|i berdasarkan us|ia orang tuanya pada saat 

melangsungkan perkaw|inan.22 

Perl|indungan hukum terhadap hak keperdataan anak tersebut d|iwujudkan 

dalam beberapa bentuk. Pertama, anak berhak memperoleh |ident|itas hukum melalu|i 

pencatatan kelah|iran dan penerb|itan akta kelah|iran. Akta kelah|iran merupakan 

bukt|i autent|ik mengena|i status hukum anak sekal|igus menjad|i dasar untuk 

memperoleh berbaga|i hak keperdataan la|innya, sepert|i pend|id|ikan, pelayanan 

kesehatan, dan adm|in|istras|i kependudukan. Hak atas |ident|itas juga d|ijam|in dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perl|indungan Anak.23 Kedua, anak mem|il|ik|i hak 

untuk memperoleh pemel|iharaan, pengasuhan, pend|id|ikan, dan perl|indungan dar|i 

kedua orang tuanya. Kewaj|iban tersebut t|idak berkurang hanya karena orang tua 

melangsungkan perkaw|inan melalu|i d|ispensas|i kaw|in. Orang tua tetap 

berkewaj|iban memenuh|i kebutuhan f|is|ik, mental, sp|ir|itual, dan sos|ial anak sebaga|i 

bentuk tanggung jawab hukum maupun moral sebaga|imana d|iatur dalam Undang-

Undang Perkaw|inan dan Undang-Undang Perl|indungan Anak. Ket|iga, anak 

mem|il|ik|i hak keperdataan berupa hak memperoleh nafkah dan hak mewar|is dar|i 

kedua orang tuanya. Karena perkaw|inan yang d|ilangsungkan berdasarkan 

d|ispensas|i kaw|in merupakan perkaw|inan yang sah menurut hukum, hubungan 

hukum antara anak dan orang tua tetap melekat seh|ingga anak berhak atas 

pemenuhan nafkah selama belum mand|ir|i serta mem|il|ik|i hak untuk menjad|i ahl|i 

war|is sesua|i ketentuan hukum war|is yang berlaku. Perl|indungan |in|i bertujuan 

 
21 Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).  
22 Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Pasal 42. 
23 Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27. 



  

Jurnal Hukum Statuta, Volume 5 Nomor 3, Agustus 2026 

 

211 

menjam|in kepast|ian hukum serta mencegah h|ilangnya hak-hak keperdataan anak 

ak|ibat us|ia orang tua pada saat melangsungkan perkaw|inan. 

D|i samp|ing hak-hak tersebut, anak yang lah|ir dar|i perkaw|inan has|il 

d|ispensas|i kaw|in juga tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau perwal|ian yang 

sah selama |ia belum dewasa dan kedua orang tuanya t|idak d|icabut hak 

kekuasaannya. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebaga|imana 

d|iubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa anak 

yang belum berus|ia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkaw|inan tetap 

berada d|i bawah kekuasaan orang tuanya, seh|ingga status perkaw|inan orang tua 

yang d|itempuh melalu|i jalur d|ispensas|i t|idak mengurang|i kewenangan maupun 

kewaj|iban mereka selaku pemegang kekuasaan orang tua, termasuk kewaj|iban 

mengasuh, memel|ihara, mend|id|ik, dan mel|indung|i anak sebaga|imana d|iatur dalam 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perl|indungan Anak. 

Persoalan yang kemud|ian muncul adalah kapas|itas hukum orang tua send|ir|i mas|ih 

tergolong anak pada saat perkaw|inannya d|isahkan. Pasal 1330 KUHPerdata pada 

dasarnya menggolongkan anak d|i bawah umur sebaga|i p|ihak yang t|idak cakap 

untuk membuat per|ikatan atau melakukan perbuatan hukum, namun Pasal 47 dan 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menc|iptakan pengecual|ian bag|i 

mereka yang telah men|ikah mesk|i belum berus|ia 18 tahun, termasuk melalu|i 

d|ispensas|i, seh|ingga d|ianggap telah dewasa dan cakap bert|indak dalam hukum.24 

Konsekuens|inya, mesk|ipun secara b|iolog|is dan ps|ikolog|is belum tentu matang, 

orang tua tersebut secara yur|id|is telah mem|il|ik|i kapas|itas hukum penuh untuk 

bert|indak atas nama d|ir|inya send|ir|i maupun mewak|il|i kepent|ingan anaknya, suatu 

kond|is|i yang meny|impan kerentanan tersend|ir|i karena kecakapan hukum yang lah|ir 

semata dar|i status perkaw|inan t|idak otomat|is d|i|ikut|i kematangan dalam 

menjalankan tanggung jawab sebaga|i orang tua.  

Pada akh|irnya, sejauh mana d|ispensas|i kaw|in benar-benar menjam|in hak 

keperdataan anak dalam jangka panjang mas|ih menjad|i pertanyaan terbuka dalam 

prakt|iknya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memang telah 

menggeser parad|igma perad|ilan ke arah yang leb|ih berp|ihak pada kepent|ingan 

terba|ik anak, namun penerapannya d|i lapangan mas|ih d|ibayang|i tekanan sos|ial-

budaya, perbedaan kompetens|i hak|im antar daerah, dan keterbatasan akses terhadap 

tenaga ahl|i yang menyebabkan |inkons|istens|i putusan dar|i satu pengad|ilan ke 

pengad|ilan la|in.25 T|idak sed|ik|it pula pasangan yang d|ispensas|inya d|ikabulkan 

justru bercera|i dalam waktu kurang dar|i setahun setelah perkaw|inan berlangsung, 

 
24 Hukumonline. (2026). Pengaturan Dewasa dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-
perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/  
25 Yafiie, H., Fitriyah., & Gufron, A. (2026). Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi 

Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi 

Negara 4, No. 1, 197–201. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/
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suatu kond|is|i yang berdampak langsung pada ket|idakstab|ilan pengasuhan dan 

pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang lah|ir dar|inya, seh|ingga jam|inan 

normat|if atas status anak sah pada akh|irnya tetap bergantung pada stab|il|itas rumah 

tangga serta kesiapan ekonomi dan psikologis orang tua yang dalam berbagai kasus 

belum sepenuhnya terpenuhi.26 

 

PENUTUP  

Kesimpulan  

Pengaturan dispensasi kawin di Indonesia mengalami reformasi besar melalui 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2019. Batas usia minimal perkawinan kini disamakan menjadi 19 tahun untuk 

pria dan wanita sebagai wujud perlindungan anak dan penghapusan diskriminasi. 

Perubahan ini menggeser filosofi dispensasi kawin dari yang semula dianggap 

sebagai pemakluman administratif-tradisional menjadi sebuah jalur darurat atau 

upaya terakhir (ultimum remedium). Selain itu, otoritas pemberian dispensasi kini 

diserahkan secara eksklusif kepada institusi Pengadilan guna menutup celah 

penyalahgunaan birokrasi, di mana Hakim tunggal bersertifikat anak wajib mengadili 

perkara dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of 

the child). Namun, terdapat ketegangan dan kesenjangan yang nyata antara semangat 

protektif regulasi baru dengan realitas implementasinya di lapangan. Pasca-kenaikan 

batas usia menjadi 19 tahun, permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah justru 

melonjak tajam hingga ratusan bahkan ribuan persen. Persoalan menjadi rumit karena 

tingkat pengabulan permohonan oleh hakim sangat tinggi, yakni mencapai 97 hingga 

99 persen. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum (loophole) di mana frasa "alasan 

sangat mendesak" seperti kekhawatiran zina atau kehamilan cenderung 

diinterpretasikan secara longgar oleh pengadilan tanpa dibarengi pemeriksaan 

mendalam terhadap kematangan psikologis anak. 

Di sisi lain, permasalahan perkawinan anak di Indonesia tidak hanya 

bersumber dari longgarnya putusan pengadilan, melainkan juga dari lemahnya 

pengawasan pra-pengadilan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar perkawinan 

anak, yakni diperkirakan mencapai 95% , justru terjadi tanpa melalui jalur 

permohonan dispensasi kawin di pengadilan, melainkan lewat manipulasi data usia 

dan kelonggaran administrasi di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Realitas ini 

membuktikan bahwa pembenahan hukum acara melalui PERMA Nomor 5 Tahun 

2019 tidak akan cukup efektif jika tidak diimbangi dengan penguatan pengawasan 

administratif serta edukasi menyeluruh di masyarakat. Mengenai perlindungan 

hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan hasil dispensasi, 

anak tersebut secara yuridis berstatus sebagai anak sah karena perkawinan orang 

 
26 Utami, M., & Miaz, H. (2026). Dampak Pengabulan Dispensasi Nikah Terhadap Stabilitas Rumah Tangga dan 

Perlindungan Anak. Sakato Law Journal 4, No. 1, 131–139. 
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tuanya telah dinyatakan sah oleh pengadilan. Hubungan keperdataan yang melekat 

meliputi hak atas identitas hukum (akta kelahiran), pengasuhan, nafkah, hingga hak 

waris dari kedua orang tuanya. Meskipun secara hukum orang tua anak tersebut 

dianggap telah cakap bertindak karena status perkawinannya, secara biologis dan 

psikologis mereka sebenarnya belum matang. Akibatnya, jaminan hak keperdataan 

anak dalam jangka panjang tetap dibayangi kerentanan karena maraknya kasus 

perceraian dini serta ketidaksiapan ekonomi dan pola asuh dari orang tua yang masih 

di bawah umur. 

 

Saran  

Saran yang dapat diajukan kepada instansi terkait demi mengoptimalkan 

perlindungan anak diantaranya yaitu pertama, Kementerian Agama dan Kantor 

Urusan Agama (KUA) disarankan untuk memperketat sistem pengawasan serta 

verifikasi administratif pra-pengadilan guna menghentikan celah manipulasi data 

usia calon mempelai yang melompati mekanisme dispensasi resmi. Kedua, 

Mahkamah Agung perlu merumuskan indikator parameter yang lebih ketat, baku, 

dan objektif mengenai frasa "alasan sangat mendesak" agar hakim memiliki standar 

evaluasi yang rigid dan tidak terjebak pada formalitas administratif saat memutus 

perkara. Terakhir, institusi peradilan (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri) 

disarankan memperluas kolaborasi wajib secara berkala dengan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI), serta asosiasi psikolog. Kemitraan strategis ini diperlukan guna mengatasi 

keterbatasan tenaga pendamping ahli di pengadilan, sehingga penilaian terhadap 

kematangan psikis, fisik, dan kesiapan ekonomi calon mempelai anak dapat diuji 

secara bekerja sama demi menjamin keberlangsungan hak keperdataan anak dalam 

jangka panjang. 
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